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Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
 
Huruf  Arab 
 




 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 Ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 
bawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D د
 
De 
 (Żal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin ش
 
          Sy es dan ye 
 Ṣad ṣ ص
es (dengan titik di 
bawah) 
 Ḍad ḍ ض






 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 Ẓa Ẓ ظ
zet (dengan titik di 
bawah) 
 ain ‘ apostrof  terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kf K Ka ك
 Lm L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha هـ
 Hamzah ' Apostrof     ء
 Ya Y Ye ى
 
Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(’). 
B. Vocal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong 










Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 





 kaifa : َكـْيـفَ 
 haula : َهـْولَ 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 













fathah a a   ا 
kasrah 
 
i i   ا 









fathah dan ya ai a dan i   ى  ـ 







ى| ...   ا...    
 
kasrah dan yā’ 
 




ــو  ـ 
 







a dan garis di atas 
 
i dan garis di atas 
 







 : ma>ta 
 \\<rama : َرَمـى
 qi>la : قِـْيـلَ 
 yamu>tu : يَـمـُْوتُ 
D. Tā’ marbutah 
Transliterasi untuk tā’ marbutah ada dua, yaitu: tā’ marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbutah diikuti oleh kata yang  
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 raudah al-atfāl :  َرْوَضـةُاألْطفَالِ 
 al-Madīnah al-Fād}ilah : اَْلـَمـِدْيـنَـةُاَْلـفـَاِضــلَةُ 
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Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Tinjauan hukum terjadinya 
wanprestasi gadai sawah di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Pokok 
masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah, yaitu, 1) 
Bagaimana Bentuk perjanjian dalam hal gadai sawah di Desa Lambare Kecamatan 
Burau Kabupaten Luwu Timur? 2) Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi  
gadai sawah di Desa Lambarese Kecamatan Burau  Kabupaten Luwu Timur? 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan jenis 
penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang  
dilakukan yaitu pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif, kemudian 
sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Kecematan Burau, Kedua 
sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, skripsi dan sumber lainnya yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bentuk perjanjian yang di lakukan oleh 
masyarakat Burau yaitu secara tertulis. Dimana dalam pelaksanaan transaksi gadai 
sawah  di Kecematan Burau antara penggadai (rahin) dengan pihak penerima 
gadai (murtahin) dengan kata lain prinsipnya sama. Dimana penggadai (rahin) 
mendatangi pihak penerima gadai (murtahin) dan menawarkan tanah yang ia mau 
gadaikan. Seperti halnya yang di jelaskan oleh Ibu Astin ketika iya menggadaikan 
sawahnya kepada bapak Jumardin, dimana penggadai menawarkan tanah 
sawahnya setengah hektar dengan 5x panen dan di garap oleh penggadai sendiri, 
kerna si penerima gadai tidak ahli dalam bertani sawah maka si pemegang gadai 
memberikan ulang tanah tersebut untuk di kelolah dengan perjanjian,  Hasil dari 
tanah sawah tersebut di bagi 3 (tiga) atau 2:3. 2) bentuk upaya penyelesaian yang 
sering di lakukan masyarakat Desa Lambarese Kecamatan Burau ialah upaya 
penyelesaian melalui non-litigasi yakni secara mufakat. Penyelesaian secara 
mufakat merupakan pembahasan yang dilakukan para pihak secara bersama-sama 
untuk mencapai keputusan yang di sepakati. 













A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkoodrat hidup 
dalam masyarakat. Sebagai makhuk sosial, dalam hidup bermasyarakat manusia 
memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk saling membantu dalam 
memenuhi kebutuhan hidup. Pergaulan hidup setiap orang melakuan perbuatan 
dalam hubungannya dengan orang lain.1 
Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk saling menolong yang kaya 
harus menolong yang miskin dan yang mampu harus menolong yang kurang 
mampu.Dalam bentuk telong menolong ini ada yang berbentuk pemberian dan ada 
yg bentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam mengawasi 
kepentingan debitur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu iya dibolehkan 
meminta barang debitur sebagai jaminan untangnya, barang jaminan dapat dijual 
oleh debitur. 
  Gadai merupakan salah satu jaminan kebendaan di Indonesia. Yang 
dimana selama ini, Hukum positif yang mengatur tentang gadai sebagai jaminan 
dengan objek benda bergerak diatur dalam Pasal 1150-1160 KUHPerdata. Selain 
gadai di atur dalam KUHPerdata, istilah gadai juga dapat kita temukan pula dalam 
hukum adat sebagai salah satu jenis transaksi tanah. Dimana gadai tanah menurut 
hukum adat ialah perbuatan hukum yang merelakan tanahnya untuk sementara 
waktu, dimana si penggadai melepas kepemilikan atas tanahnya dengan syarat 
 
1Ahmad Azhar Basyir, asas – asas hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam),ed. Revisi, 





dapat menebusnya kembali sewaktu waktu. Dengan demikian jual gadai 
merupakan suatu perjanjian pokok yaitu transaksi jual tanah. 
Dalam fatwa DSN – MUI No. 25/DSN – MUI/III/2002  sebagaimana 
yang dikutip dalam buku karangan Darsono Dkk, Perbankan Syariah di 
Indonesia. Yang dijelaskan bahwa murtahin (penerima barang) mempunyai hak 
untuk menahan marhun (barang) sampai semua uang rahin (yang menyerahkan 
barang) dilunasi. Pada prinsipnya marhun tidak boleh di manfaatkan oleh 
murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan 
pemanfaatannya sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Selain itu, 
pemeliharan dan penyimpanan  marhun pada dasarnya menjadi kewajiban pada 
dasarnya sudah menjadi kewajiban rahin, namun dapat dapat dilakukan oleh 
murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan tetap terjadi 
kewajiban rahin dan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak 
boleh ditentukan berdasarkan pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman.2 
Gadai termasuk dalam hukum perikatan karena dalam gadai minimal 
terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian, satu pihak menyatakan sanggup 
untuk pemberikan sesuatu dan pihak lainnya mengikatkan diri dalam satu 
kesepakatan untuk saling membantu  memenuhi kebutuhannya masing-masing. 
Perjanjian gadai tanah yang dibuat dalam bentuk secara tertulis tidak 
menutup kemungkinan timbulnya masalah dikemudian hari, karena adakalahnya 
waktu penebusan tanah yang merupakan objek gadai telah sampai pada waktu 
yang telah ditetapkan namun pemilik sawah (rahin) belum mampu untuk melunasi 
 
2 Darsono, Ali Sakti, Ascaraya DKK, Perbankan Syariah di Indonesia, (Cet. 1,  Jakarta: 





utangnya. Peristiwa seperti ini dalam kitab undang-undang hukum perdata disebut 
dengan wanprestasi dimana yang terjadi adalah pemberi gadai (rahn) tidak 
menepati janjinya yang telah disepakati diawal. Wujud dari wanprestasi itu sendiri 
adalah sebagai berikut: 
1. Tidak melaksanakan yang telah disanggupinya semula dalam perjanjian 
2. Melaksanakan yang telah dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan isi 
perjanjian  
3. Melaksanakan yang telah diperjanjikan tetapi terlambat  
4. Melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak dilakukannya.3 
Kelalaian dalam hukum Islam untuk memenuhi kewaiban memberikan 
hak kepada orang lain termasuk  perbuatan yang di larang, dimana sebelumnya 
telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi 
mereka yang melakukan pelanggaraan atau cedera janji karena tidak melakukan 
prestasinya maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi 
kepada pihak debitur dan atau penahanan yang menjadi hak milknya sebagai suatu 
jaminan dari sejumlah yang dijanjikan. 
Dalam usaha pemenuhan kebutuhannya sehari-hari dalam masyarakat di 
luwu timur  khusus di Desa Lambarese Kecematan Burau, setiap orang memiliki 
berbagai cara sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini. Selain dengan 
pembelian dan peminjaman untuk memenuhi kebutuhannya terdapat cara lain 
dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan cara perjanjian menggunakan 
kegiatan gadai karena  Perjanjian dengan  menggunakan gadai kelihatannya lebih 
 
3Sulaiman Jaluli, Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam, (Cet. 1, Yokyakarta: 





memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan harus menggunakan pinjaman 
dari lembaga keuangan khususnya bank. Adapun dalam gadai yang biasa 
dilakukan di Luwu timur,  salah satunya adalah gadai sawah, karena di Luwu 
Timur masyarakatnya mayoritas petani. Adapun dalam bentuk perjanjian yang di 
lakukan oleh sebagian masyarakat luwu timur yaitu perjanjian tertulis dimana  
yang dimaksud  Perjanjian tertulis yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh parah 
pihak dalam bentuk tertulis. 
Tradisi masyarakat di Desa Lambarese Kecamatan Burau, gadai 
merupakan sebuah hal biasa sekaligus sudah menjadi tradisi turun temurun sejak 
dahulu yang sering di lakukan di masyarakat Desa Lambarese Kecamatan Burau. 
Tradisi gadai di Desa Lambarese Kecamatan Burau tersebut dilakukan dengan 
datangnya si pemilik sawah yang akan menggadaikan sawahnya kepada si 
penemrima gadai, kemudiaan si penerima gadai menyerahkan uang pinjaman 
sebesar kesepakatan antara pihak dengan batasan waktu sesuai kesepakatan. 
Dimana di Desa Lambarese mempunyai 3 sistem gadai yaitu : 
1. Pemilik tanah sawah yang menggarap sawah tersebut beserta bibit padi milik 
sendiri tanpa ada campur tangan oleh penggadai dan hasil panennya di bagi 
sesuai dengan kesepakatan sama halnya dengan bagi hasil, dalam hal ini 
penggadai mendapat keuntungan dari si pemilik sawah.  
2. Si penggadai menggarap tanah sawah tersebut dengan bibit sendiri dan hasil 
panennya nnti semua milik penggadai, dan penggadai berhak menggarap sawah 
tersebut sampai jangka berakhirnya waktu yang telah ditentukan sesuai yang 





belum mampu membayar hutangnya maka sawahnya akan tetap dilanjutkan 
untuk digarap oleh si penggadai, dan jika si penggadai membutuhkan uang 
namun si pemilik belum mampu membayar utangnya maka mereka mencari 
orang ketiga yang memiliki dana yang mampu menutupi hutang tersebut maka 
gadai akan di pindahkan pada orang ketiga. 
3. Pemilik sawah yang menggarap sawah tersebut dengan bibit sendiri, tanpa ada 
campur tangan dari penggadai dan hasil panennya tergantung dengan berapa 
uang dia pinjam, dia hitung 1 jt/perkarungnya.  
 Salah satu pemicu dari terjadinya  gadai di desa tersebut ialah adanya 
kebutuhan yang mendesak tuntutan kebutuhan ekonomi seperti biaya kuliah, 
rumah sakit dan menutupi uang bank dll.  
 Masyarakat di Desa Lambarese Kecamatan Burau lebih memilih alternative 
untuk meminjam uang lebih mudah dan cepat yaitu dengan cara gadai sawah.  
Adapun menjadi masalah yaitu proses gadai sawah dimana si pemilik sawah 
menggarap sawah tersebut dengan bibit sendiri dan meminjam uang sebanyak 
25.000.000 dengan  memperjanjikan 5x panen dan hasil disetiap panennya dibagi 
tiga maksudnya yaitu misalnya hasil dari sawah tersebut sebanyak 15 karung, 
hasil panen tersebut di bagi menjadi tiga dan pemilik sawah mendapat 10 
sedangkan si pemegang gadai mendapat 5 karung baik itu padi bagus ataupun  
gagal panen dengan luas sawah setengah hektar, alhasil  apa yang diperjanjikan 
tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau juga di sebut wanprestasi.  
 Salah satu pemicu penyebab wanprestasi gadai tersebut karena si pemilik 





yang gadai sawah tersebut dan sertifikat dari sawah tersebut telah digadaikan di 
bank. 
 Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti masalah “Tinjauan 
Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah di Kecamatan Burau 
Kabupaten Luwu Timur (Desa Lambarese Kecamatan Burau)”. 
A. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian  
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini dan 
menghindari adanya kesalahpahaman serta sebagai tindakan efisiensi waktu dan 
biaya maka penulis memberi batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan 
dengan mengfokuskan yaitu pihak pemberi gadai dan penerima gadai sebagai 
masyarakat yang diduga terlibat langsung dalam wanprestasi gadai sawah di Desa 
Lambarese Kecematan Burau Kabupaten. Luwu Timur. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi mengenai skripsi ini 
maka diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu: 
a. Hukum adalah separangkat aturan atau kaidah-kaidah yang bersifat mengikat 
yang apabila seseorang melanggar akan dikenakan sanksi. 
b. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana mengakibatkan seseorang 





c. Prestasi adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang 
telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah 
mengikatkan diri.4 
d. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya perstasi atau kewajiban 
sebagaimana mestinya yang disebutkan dalam kontrak terhadap pihak-pihak 
tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. 
e. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh sebagai jaminan seseorang yang 
berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak yang digunakan sebagian 
jaminan atas pinjaman yang diberikan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi dan batasan masalah 
dalam proposal penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji 
dalam penelitian ini yaitu : 
1. Bagaimana bentuk perjanjian gadai sawah di Kecematan Burau Kabupaten 
Luwu Timur? 
2. Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi gadai sawah di Kecamatan 
Burau  Kabupaten Luwu Timur? 
C. Kajian Pustaka Terdahulu 
Dalam penelitian ini, penulis mengawali dengan menelaah penelitian 
terdahulu yang berkaitan dengan yang akan di teliti. Adapun beberapa penelitian 
terdahulu yang telah dilakukan oleh para peniliti yaitu: 
 





1. Skripsi Ahmad Faisal (2017) dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam 
Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng, Kecematan Barembo, 
Kabupaten bone” yang dimana hasil dari penelitian ini dijelaskan 
bahwasanya sistem pelaksanaan gadai di Desa Talungeng pada umumnya 
penggadai (rahn) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam 
uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. 
Hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada ditangan penerima gadai 
(murtahin) sampai pelunasan hutang. Pembayaran hutang memiliki batas 
waktu selama tiga tahun dan akadnya berakhir ketika penggadai (rahin) 
membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. Adapun faktor-faktor 
yang mendorong masyarakat melakukan gadai sawah disebabkan oleh 
beberapa keperluan seperti: untuk biaya pendidikan, modal usaha, dan 
biaya perawatan di rumah sakit. Jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya 
telah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun praktik gadai yang 
dilakukan tanpa batas waktu dengan pengambilan manfataan sawah 
sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) 
yang terjadi di Desa Talungeng tidak sah menurut Al-Qur’an, Hadist dan 
Ijma’Ulama.5 
 Dalam skripsi di atas menjelaskan tentang sistem atau praktek 
gadai dalam gadai sawah yang berada di Desa Talungeng. Beda halnya 
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang lebih 
 
5 Ahmad Faisal, “Pandangan Ekonomi Islam Terhaadap Praktek Gadai Sawah Di Desa 
Taluungeng Kecematan Barebbo Kabupaten Bone”, Skripsi “,(Makassar: Jurusan Ekonomi Islam 





memfokuskan pada “Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai 
Sawah di Desa Lambarese Kecamatan Burau Kabupaten  Luwu Timur” 
2. Skripsi Oni kurniawan (2014) dengan judul penelitian “Ketentuan 
Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Sawah Ditinjau dari 
Undang-Undang Hukum Perdata” , hasil penelitian ini menunjukkan bahwah 
ketentuan yang diterapkan dalam jaminan gadai antara lain mengetahui  
pelaksanaan perjanjian, ketentuan debitur dinyatakan wanprestasi, 
ketentuan penyelesain yaitu lelang terhadap benda jaminan atas adanya 
wanprestasi dari debitur (nasabah) dari kreditur bahwa peringatan atau 
somasi dan penetapan lalai dari kreditur bahwa apabila kreditur tidak 
melakukan prestasinya secara sukarela, maka kreditur berhak menjual 
dengan kekuasan sendiri, benda jaminan guna mengambil pelunasan 
piutangnya.  Dalam ketentuan gadai hanya diwajibkan untuk melakukan 
kewajibannya, apabila debitur tidak melakukan kewajibannya sesuai 
dengan ketentuan gadai maka debitur tersebut wanprestasi, jika terjadi 
wanprestasi maka dilakukan lelang jaminan.6 
 Dalam skripsi diatas menjelaskan tentang “Ketentuan Penyelesaian 
Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Sawah Tinjau Dari Undang-Undang  
Hukum Perdata”. penelitian yang diatas hampir mirip dengan yang akan 
diteliti tetapi yang jadi pembedanya dengan penelitian yang akan 
dilakukan oleh penulis yang lebih memfokuskan pada “Tinjauan Hukum 
 
6 Oni Kurniawan, “Ketentuan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Sawah 
Ditinjau Dari Undang – Undang Hukum Perdata, Skripsi”, (Surakarta: Jurusan Ilmu Hukum 





Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah di Desa Lambarese Kecamatan 
Burau Kabupaten Luwu Timur” 
3. Skripsi Desi Septiani (2016), dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian 
Gadai Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat (Studi di Desa Simpangan 
Agung Kecematan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”, hasil 
penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, pada pelaksanaan gadai 
tanah pertanian terdapat di Desa Simpang Agung terdapat Syarat yang 
yang harus di penuhi yaitu sepakat,cakap, adanya objek perjanjian berupa 
tanah pertanian yang sebab halal7. 
 Dalam skripsi di atas menjelaskan tentang Pelaksanaan Perjanjian 
Gadai Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat (Studi di Desa Simpangan 
Agung Kecematan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”, Beda 
halnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang lebih 
memfokuskan pada “Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai 
Sawah di Luwu Timur” 
D.  Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
  Dalam sebuah penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang dapat 
digunakan baik untuk penulis, pembaca, dan yang terkait dalam penelitian 
tersebut. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu : 
 
7 Desi Septiana, “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat 
(Studi di Desa Simpangan Agung Kecematan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”, 





a. Untuk mengetahui bentuk perjanjian gadai sawah di Desa Lambarese 
Kecematan Burau Kabupaten Luwu Timur 
b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi Gadai 
sawah di Desa Lambarese Kecamatan Burau di kabupaten  Luwu Timur? 
2. Kegunaan penelitian 
 Adapun  kegunaan dari penelitian ini di harapkan bisa bermanfaatkan   
baik secara  praktis maupun secara akademisi  adalah sebagai berikut: 
a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap  
Wanprestasi pada Gadai sawah dimana yang melakukan wanprestasi 
adalah si pemilik sawah 
b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dalam melakukan 

















A. Tinjauan Hukum 
1. Pengertian Hukum 
Ada beberapa pendapat dari ahli hukum (pakar hukum) yang mengenai 
pengertian hukum diantaranya ialah sebagai berikut: 
a. Imanuel kant memberikan mepengertian bahwa hukum adalah keseluruhan 
dengan syara-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat 
menyusuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan 
hukum tentang kemerdekaan. 
b. Leon Duguit mengungkapkan pengertian hukum ialah aturan tingkah laku para 
anggota masyarakat, dimana aturan yang daya penggunaannya pada saat 
tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan 
bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang 
melakukan pelanggaran itu. 
c. Pengertian hukum menurut prof. Mr. E.M Meyers ialah semua aturan yang 
mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia 
dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi pengusaha Negara dalam 
melakukan tugasnya. 
d. Didalam buku  Prof. Van Apeldoorn. Pengertian hukum merupakan sangat 
sulit dibuat dan karena tidak mungkin dapat mengadakannya sesuai dengan 





e. Soerojo wignjodipoero, mengatakan bahwa hukum adalah himpunan 
peraturan-peraturan yang berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, bersifat memaksa serta dengan 
maksud untuk mengatur tata tertip dalam kehidupan masyarakat. 
f. J.C.T Simorangkir, SH dan Waerjono sastroparnoto, menyatakan bahwa 
hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan 
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat 
oleh badan-badan resmi yang berwajib dimana pelanggaran terhadap 
peraturan-peraturan tersebut akan mengakibatkan hukuman yang tertentu. 
Dari pendapat para ahli hukum diatas dapat kita simpulkan bahwa 
pengertian hukum adalah seperangkat norma dan akidah yang berfungsi untuk 
mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan mengatur ketentraman dan 
kedamaian dalam masyarakat yang dibuat oleh pemerintah yang berwajib. Dengan 
kata lain hukum merupakan sekumpulan aturan yang berisikan suatu perintah 
ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang 
aman, tertib dan damai, serta mendapatkan sanksi jika melanggar. 1 
2.  Sumber Hukum 
  Menurut kamus bahasa Indonesia terdapat beberapa arti, di antaranya adalah: 
a. Tempat keluar (air atau zat cair) 
b. Asal (berbagai arti): ia berusaha mendekati dan menemukan, 
 
1 Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat,(Cet.1, 





c. Segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan 
untuk mencapai hasil, misalnya peralatan.2 
 Begitu juga dengan sumber hukum yang memiliki banyak arti, tergantung 
dari sudut mana seseorang memandangnya. Untuk seorang ahli sejarah sumber 
hukum mempunyai arti yang berbeda-beda dari pendapat seorang ahli sosiologi. 
Demikian pula sumber hukum menurut seorang ahli ekonomi berbeda pandangan 
dengan seorang  pakar hukum.  
 Untuk mengetahui sumber hukum itu terlebih dahulu harus di tentukan 
dari sudut mana sumber hukum itu dilihat. Menurut Victor Situmorong bahwa 
sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat melakukan, menimbulkan 
aturan hukum serta tempat di temukannya aturan hukum.3  
  Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sumber hukum ialah segala 
susuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga 
apabila peraturan – peraturan dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan 
nyata bagi pelanggarnya. Maksud dari segala sesuatu ialah faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber 
kekuatan berlakunya hukum secara formal, yakni dari mana  hukum itu dapat di 
temukan, dari mana asal mulanya hukum, dimana hukum dapat di cari  atau hakim 
menemukan hukum sehingga dasar putusannya dapat di ketahui bahwa suatu 
peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku. 
 
2 Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005) edisi ketiga, hlm. 1102 
3 Victor Sitomorong, Dasar – dasar Hukum Administrasi Negara, ( Jakarta: Bina Aksara, 





 Oleh karena itu, menurut Sudikno Mertokusumo bahwa sumber hukum itu 
sendiri sering digunakan dalam beberapa arti yaitu : 
a. Sebagai asas hukum merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak tuhan, 
akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya. 
b. Menunjukkan hukum terdahulu memberi bahan-bahan kepada hukum yang 
sekarang berlaku: hukum prancis, hukum Romawi. 
c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal 
kepada peraturan hukum (penguasa dan masyarakat) 
d. Sebagai sumber kita dapat mengenal hukum. Misalnya dokumen, undang 
undang, lonat, batu tulis dan sebagainya. 
e. Sebagai sumber terjadinya hukum: sumber yang menimbulkan hukum.4  
  Seorang ahli hukum memandang sumber hukum itu terdapat 2 ( dua) 
macam: 
1. Sumber hukum formal; 
2. Sumber hukum materiil. 
  Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dirumuskan 
peraturannya dalam suatu bentuk. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum 
berlaku umum, mengikat dan ditaati. Sumber hukum materiil adalah sumber 
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3. Fungsi Hukum  
  Untuk mencapai suatu tujuan, hukum harus difungsikan dengan fungsi-
fungsi tertentu dengan kata lain fungsi hukum itu luas, tergantung tujuan hukum 
umum dan hukum spesifik yang ingin dicapai. 
  Menurut Joseph Ras melihat fungsi hukum sebagai fungsi sosial, yang 
dibedakannya kedalam fungsi langsung dan fungsi tidak langsung. 
  Adapun fungsi secara langsung terbagi menjadi dua: 
a.   Fungsi yang bersifat primer, yang mengcakup: 
1) Pengcegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan    
tertentu. 
2) Penyediaan fasilitas bagi rencana – rencana vrivat. 
3) Penyediaan servis dan pembagian kembali barang – barang. 
4) Penyelesaian perselisihan diluar jalur regular. 
b.   Fungsi langsung yang bersifat sekunder, iyalah sebagai berikut. 
1) Prosedur bagi perubahan hukum yang meliputi constitution ma-king 
bodies, parliaments, local authorities, administrative legislation, custom, 
judicial law making, regulations made by independent public bodies, dan 
lain lain. 
2) Prosedur bagi pelaksanaan hukum. 
 Fungsi secara tidak langsung, yang termasuk di dalam fungsi ialah 
memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai nilai 
moral tertentu, sebagai contoh: 





b) Memperkuat atau memperlemah penghargaan terhadap otoritas umum.  
c) Memengaruhi perasaan kesatuan nasional.  
4. Tujuan Hukum 
  Hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai untuk itu tujuan hukum 
adalah menciptakan tatanan yang tertib, menciptakan ketertiban. Dalam mencapai 
suatu tujuan hukum itu, maka hukum bertugas membagi hak dan kewajiban 
perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara 
memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Akan tetapi dalam mencapai 
tujuan hukum tersebut tidaklah mudah maka dari itu, masyarakat membutuhkan 
kesadaran hukum dari para pelaku hukum atau juga disebut subjek hukum. 
Kesadaran hukum memiliki peranan dalam menggapai tujuan-tujuan hukum 
karena hukum senantiasa melibatkan manusia dan perilaku manusia dan terutama 
suatu hukum mencapai tujuannya tidak atas kerja hukum itu sendiri, melainkan 
oleh segenap pelaku hukum baik pembuatan hukum, pelaksanaan hukum, penegak 
hukum. 
B. Tinjauan Umum Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan 
mu’ahadah ittifa’, atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, 
perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang 
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap terhadap seseorang lain atau lebih.5 
 
5 Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan 





Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda overeenkomst dan 
verintenist. Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu 
persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri 
terhadap satu orang lain atau lebih.6 Dari peristiwa tersebut timbul suatu 
hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan 
demikian, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. 
Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang (pasal 1233 
KUH perdata) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari perjanjian 
dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling 
banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Dan tiap perikatan adalah 
untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat 
sesuatu (1234 KUH perdata).7 
Dalam Islam, perjanjian itu sendiri merupakan suatu cara untuk 
mendapatkan hak milik yang sah. Artinya seseorang saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal. Maka dari perjanjian itulah terwujud  suatu perikatan 
atau hubungan hukum antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian yang 
mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan atau tertulis.  
Menurut Subekti perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang 
berjanji kepada seorang lain saling berjanji.8 Berdasarkan definisi diatas dapat 
diambil kesimpulan bahwa  perjanjian adalah seseorang yang telah mengikatkan 
dirinya dengan orang lain dimana mereka sama-sama melakukan kesepakatan 
bersama. 
 
6 Kumpulan Kitab Undang-Undang dan Hukum ( Citra Media Wacana,2016) h. 287 
7 R. Soeroso, Perjanjian dibawah Tangan  ( Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010) , h.4 







2. Unsur-Unsur Perjanjian  
Berikut ini adalah unsur-unsur dari perjanjian sebagai berikut: 
a. Esensialia yaitu unsur mutlak yang harus ada dalam perjanjian, tanpa unsur ini 
perjanjian tidak mungkin ada. yang dimana dimaksud disini bahwa dalam suatu 
perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi. 
b. Naturalia yaitu unsur yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dengan 
sendirinya dianggap ada karena sudah melekat pada perjanjian. Dan unsur ini 
sudah di atur dalam undang-undang namun dapat di buat kesepakatan lain oleh 
para pihak. Unsur naturalia ini hanya untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang 
dianggap ada kecuali sebaliknya. 
c. Accidentalia yaitu unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak ketika 
undang-undang tidak mengatur tentang hal tersebut. Karena tidak diatur dalam 
undang-undang, maka unsur tersebut harus dimuat secara tegas dalam 
perjanjian.9 
3.  Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian 
Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam suatu 
ketentuan Pasal 1320 kitab Undang-Undang hukum perdata yang berbunyi: 
a. Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya; 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
c. Suatu pokok persoalan tertentu; 
 
9Much. Nurachmad, Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat  Perjanjian, (Cet. I, 





d. Suatu sebab yang tidak terlarang. 
Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang 
berkembang, digolongkan dalam: 
a. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan 
perjanjian (unsur subyektif);dan 
b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian 
(unsur obyektif). 
Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari 
para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan 
perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan 
yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek berupa prestasi 
yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang 
atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari 
keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian 
tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika 
terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam 
hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan lahir 
dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.10 
4.  Asas Hukum Perjanjian 
Asas-asas dalam perikatan berlaku pula sebagai asas-asas perjanjian. 
Namun dari berbagai literatur dijumpai asas-asas perjanjian yaitu: 
 
10 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikat  Yang Lahir dari Perjanjian,( Cet. 1, 





a. Asas kepribadian yaitu suatu asas yang menyatakan seseorang hanya boleh 
melakukan perjanjian untuk dirinya sendiri. 
b. Asas konsensual/kesepakatan merupakan suatu kontrak sudah sah dan 
mengikat ketika tercapai kata sepakat, selama syarat-syarat lainnya sudah 
terpenuhi. 
c. Perjanjian batal demi hukum merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa 
suatu perjanjian akan batal demi hukum jika memenuhi syarat objektif. 
d.  Keadaan memaksa (overmacht) yaitu suatu kejadian yang tak terduga dan 
terjadi diluar kemampuannya sehingga terbebas dari keharusan membayar 
ganti kerugian. 
e. Asas canseling yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa perjajian tidak 
memenuhi syarat subektif  dapat dimintakan pembatalan. 
f. Asas kebebasan berkontrak artinya para pihak bebas membuat kontrak dan 
menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang tidak bertentangan undang -
undang, ketertiban umum dan kebiasaan dan didasari atas itikad baik. Dengan 
demikian, asas ini mengandung makna bahwa kedua belah pihak bebas 
menentukan isi perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan dan peraturan perundangan. Karena adanya asas kebebasan 
ini maka dalam praktik ini timbul jenis-jenis perjanjian yang pada mulanya 
tidak diatur dalam KUHPerdata. Jenis perjanjian inilah yang diatas disebut 
perjanjian innominatif yang pada umumnya timbul dalam kegiatan 
bisnis.Perjanjian innominatif adalah perjanjian jual beli kredit,Sewa Guna 





g. Asas obligatoir yaitu suatu kontrak dimana yang dimaksudkan disini bahwa 
setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi 
baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. 
h. Zakwaarneming (Pasal 1345 KUH Perdata) yaitu seseorang yang melakukan 
pengurusan terhadap benda orang lain tanpa diminta oleh orang yang 
bersangkutan maka ia harus mengurusnya sampai selesai. 
i. Asas pacta sunt servanda artinya suatu kontak atau perjanjian yang di buat 
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang 
membuatnya.11 
5. Jenis-Jenis Perjanjian 
Jenis-jenis perjanjian adalah sebagai berikut: 
a. Perjanjian menurut sumbernya yaitu penggolongan perjanjian didasarkan 
tempat perjanjian tersebut ditemukan. 
b. Perjanjian menurut namanya yaitu berdasarkan kepada nama perjanjian yang 
tercantum dalam Pasal 1319 KUHPerdata dan artikel 1355 NBW yang 
menyebutkan bahwa dua macam perjanjian menurut namanya yaitu perjanjian 
nominaat (bernama) dan perjanjian innominaat(tidak bernama). Yang 
dimaksud dari perjanjian nominaat (bernama) merupakan perjanjian yang ada 
dalam KUHPerdata dimana yang termasuk didalamnya yaitu perjanjian jual 
beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian 
persekutuan perdata, perjanjian hibah, perjanjian penitipan barang, perjanjian 
pinjam pakai, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian pemberian kuasa, 
 
11 Zaini, Asyhadie haji, Hukum Keperdataan Dalam Prespektif Hukum Nasional, 
Perdata(BW),Hukum Islam, dan Hukum Adat ( Cet. 1; Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 





perjanjian penanggungan utang, dan perjanjian perdamaian. Sedangkan 
perjanjian innominaat belum dikenal dalam KUHPerdata. Dimana yang 
termasuk dalam perjanjian innominaat adalah leasing, sewa beli, franchise, 
joint venture, perjanjian karya,dan keagenan. 
c. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hak dan 
kewajiban pokok kepada para pihak, seperti pada perjanjian jual beli dan 
perjanjian sewa-menyewa, perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik ini 
dibagi menjadi dua macam yaitu: Perjanjian timbal balik tidak sempurna yaitu 
perjanjian yang senantiasa menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. 
Disini tampak adanya prestasi-prestasi yang saling seimbang. 
1) Perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-
kewajiban hanya bagi satu pihak, sedangkan menimbulkan hak bagi pihak 
lainnya. Misalnya perjanjian hibah dan perjanjian penanggungan 
(borgtocht). 
2) Perjanjian cuma-cuma atau perjanjian atas beban merupakan perjanjian 
ketika pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain 
tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya perjanjian hibah 
dan perjanjian pinjam pakai. Sementara itu, perjanjian atas beban 
merupakan perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk 
melakukan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contohnya: 





d. Perjanjian berdasarkan sifatnya yaitu perjanjian yang didasari pada hak 
kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian. Perjanjian 
ini di bagi menjadi dua macam yaitu: 
1) Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian ketika hak kebendaan 
ditimbulkan, diubah atau dilenyapkan untuk memenuhi perikatan, 
sementara itu. Sementara itu; 
2) Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan 
kewajiban diantara para pihak. 
e. Perjanjian pokok dan tambahan dimana perjanjian pokok yaitu perjanjian yang 
utama, baik individu maupun badan hukum. Sementara itu perjanjian tambahan 
adalah perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia 
f. Perjanjian berdasarkan aspek larangannya yaitu penggolongan perjanjian dari 
aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang 
bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.12 
6. Hapusnya Perjanjian 
Berikut ini adalah syarat sah di hapusnya suatu perjanjian ialah: 
a. Telah tercapainya suatu tujuan. 
b. Habis masa berlakunya surat perjanjian. 
c. Persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjiannya. 




12 Eka Astri Maerisa, Panduan Praktis Membuat Surat – Surat Bisnis Dan Perjanjian( 





Prestasi yaitu inti dari suatu perikatan, sebab jika prestasi tersebut sudah 
tercapai dalam pengertian terpenuhi oleh para pihak, maka pada saat itu juga 
perikatan itu berakhir. Adapun mengenai prestasi dalam suatu perikatan meliputi 
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 
1234 KUH Perdata), sehingga setiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian 
berkewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk menyerahkan sesuatu atau tidak 
melakukan apapun juga.  
Berikut ini adalah sifat-sifat dari prestasi yaitu: 
a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. 
b. Harus memungkinkan 
c.  Harus diperbolehkan 
d.  Harus  bermanfaat bagi kreditur 
e.  Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.13 
 
C. Wanprestasi  
1. Pengertian Wanprestasi 
Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari 
debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksankan kewajiban bukan 
terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. 
Perikatan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu berarti prestasi buruk 
 
13 Samuel M.P. Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian,(Cet. I, 





(Bandingkan: Wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, dan wanddad yaitu 
perbuatan buruk)14 
Menurut Abdul kadir Muhammad wanprestasi adalah  seseorang yang 
tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan, tidak 
dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena dua kemungkinan alasannya yaitu: 
a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan; 
b. Karena keadaan memaksa (foice majeure), diluar kemampuan debitor.15 
Jadi dapat kita simpulan dari defenisi di atas bahwa wanprestasi itu ialah 
seseorang yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan  yang di 
lakukan dan di katakan melawan hukum. Tindakan wanprestasi dapat terjadi 
karena kelaaian, kesengaajan. Konsekuensi dari keaadaan wanprestasi yaitu pihak 
yang di rugikan dapat menuntut pihak yang lekakukan wanprestasi  dengan 
perhitungan-perhitungan tentang berupa  biaya, rugi dan bunga atau pengakhiran 
kontrak. 
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi 
Berikut ini adalah bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu sebagai berikut: 
a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali artinya bahwa debitur tidak 
memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya dipenuhi kewajiban yang telah 
disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi 
kewajiban yang di tetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul 
karena undang-undang. Debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali bisa 
 
14 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana yang Lahir dari Hubungan 
Kontraktual, (Cet III, Jakarta: Devisi dari Prenadamadia Group, 2014), h.45 
15 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Cet. V, Bandung: Pt. Citra 





disebabkan karena debitur memang tidak mau berperstasi. Atau bisa juga 
disebabkan karena kreditur  memang tidak mau seecara objektif tidak mungkin 
berperstasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi, 
misalkan debitur yang masih mampu berprestasi tapi karena sudah lewat 
waktunya, bagi kreditur sudah tidak ada gunanya lagi. 
b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Yang artinya debitur 
melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang di tentukan 
oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang 
ditetapkan oleh undang-undang. 
c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu yang artinya debitur 
memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjajian 
tidak dipenuhi. Artinya prestasi dilaksanakan dan objek yang diperjanjikan 
benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. 
Dengan demikian, debitur yang seperti ini dapat dikatakan telah  lalai dan 
wanprestasi.16 
3. Akibat Wanprestasi 
Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan kerugian 
bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang berwanprestasi 
ada 4 macam, yaitu sebagai berikut: 
a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 
1234 KUH Perdata). 
 
16 Ambar Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, (Cet. I, Jakarta: Prenadamedia 





b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 
KUH Perdata). 
c. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 
ayat 2 KUH Per). 
d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hukum ( Pasal181 ayat 
1 HIR).17 
Selain akibat hukum terhadap debitur diatas, kreditur dapat melakukan 
beberapa hal tuntan  terhadap debitur yang telah wanprestasi yaitu sebagai berikut: 
1) Tuntutan pembatalan perjanjian  
2) Tuntutan pemenuhan perjanjian 
3) Tuntutan ganti rugi 
4) Tuntutan pembatalan dan disertai tuntutan ganti kerugian 
5) Tuntutan agar debitur melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi. 
 
D. Tinjauan Umum Gadai 
1. Pengertian Gadai 
Dalam istiah bahasa arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga 
dinamai al-habsu. Secara etimologi, arti Rahn adalah tetap dan lama, sedangkan 
al-habsu yaitu penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat 
dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, 
Rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan 
syara’ sebagai jaminan hutang, sehinggah orang yang bersangkutan boleh 
 





mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagaian (manfaat barangnya 
itu).18Pengertian ini berdasarkan praktek bahwasanya apabila seseorang ingin 
berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang 
tidak bergerak atau barang bergerak yang berada di bawah penguasaan pemberi 
pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa gadai atau rahn adalah pelimpahan 
kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh 
diwakilkan. 
2. Hukum Gadai  
Gadai diperbolehkan karena segala sesuatu yang boleh dijual boleh juga 
di gadaikan. Dalil yang melandasinya telah di tetapkan dalam Al-Qur’an, As 
sunnah dan ijma. 
a. Al-qur’an  
Allah telah berfirman: 
ن   أ م  ف إ ن   ٌة ۖ  ب وض  ق  م  اٌن  ف ر ه  ا  ات ًب وا ك  د  َت   و َل    ٍر  ف  س  ع ل ٰى  ت م   نـ  إ ن  ك  و   ۞
و َل   ر بَّه  ۗ  اَّللَّ   تَّق   ل يـ  و  انـ ت ه   أ م  ُت  ن   اؤ  الَّذ ي  ؤ د    ل يـ  فـ  ا  ًض بـ ع  م   بـ ع ض ك 
ت م   ي ك  و م ن   اد ة  ۚ  ه  الشَّ وا  ت م  ل ون  ت ك  م  تـ ع  ِب  ا  و اَّللَّ   ل ب ه  ۗ  قـ   ٌ آِث  ف إ نَّه   ا  ه 
 ع ل يمٌ 
Terjemhnya: 
“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 
 
18 Rahmawati Muin, Lembaga Keuangan Syariah (Bank dan Non Bank), (Cet I, Gowa : 






ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang 
berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.  
(QS.AlBaqarah/2:283). 
Ayat tersebut mangandung rmakna bahwa allah memerintahkan orang 
yang melakukan suatu transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada 
juru tulis, maka hendaklah dia memberikan barang sebagai jaminan (gadai) 
kepada orang yang memberikan utang kepadanya agar merasa tenang melepaskan 
uangnya.19  
b. Hadis 
Dasar kaidah ini adalah riwayat dari Fudhalah bin Ubaid radhiallahu 
‘anhu, bahwa beliau mengatakan, 
با كل قرض جر منفعة فهو ر  
“Setiap piutang yang memberikan keuntungan maka (keuntungan) itu adalah 
riba.” 
“Keuntungan” yang dimaksud dalam riwayat di atas mencakup semua 
bentuk keuntungan. Bahkan, sampai bentuk keuntungan pelayanan. Diriwayatkan 
dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, 
 إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فال يركبها وال يقبله
“Apabila kalian mengutangkan sesuatu kepada orang lain, kemudian (orang yang 
berutang) memberi hadiah kepada yang mengutangi atau memberi layanan berupa 
naik kendaraannya (dengan gratis), janganlah menaikinya dan jangan 
menerimanya!” (H.R. Ibnu Majah; hadis ini memiliki beberapa penguat). 
 
 









  Dalil dari ijma merupakan kesepakatan para ulama mengenai di 
perbolehkannya gadai, seperti yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili yang 
mengetengahkan pendapat bahwa semua ulama sepakat tentang hal ini. Gadai 
hukumnya mubah (boleh).20 
3. Rukun dan Syarat Sah  Gadai  
Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang terjadi rukun  
serta syarat sahnya gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang harus 
memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. 
Adapun rukun dari  gadai yaitu  sebagai berikut: 
a. Orang yang berakad, dimana mereka adalah dua orang yang berakad (rahin) 
dan murtahin (pemilik piutang yang sebagai jaminan hutangnya). 
b. Ma’qud alahi, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang 
sebagai pinjaman rahin. 
c. Shighat, yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua belah pihak 
transaksi gadai. 
Adapun syarat sahnya gadai adalah sebagai berikut: 
a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad adalah faham 
dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah baligh, berakal dan tidak 
gila. 
 
20 Romly, Al-Hisbah Al-Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam (Cet. I 





b. Syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad 
berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya 
seperti surat-surat tanah, kendaraan dll. Dan barang gadai tersebut dapat 
dipegang/dikuasai oleh murtahin atau wakilnya. Selain itu barang gadai 
hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan islam , karena 
itu tidak sah menggadaikan barang-barang haram semisalnya khamr (minuman 
keras). Demikian juga hendaknya barang tersebut harus utuh, bukan hutang, 
barang tersebut barang yang didagangkan atau dipinjamkan, barang warisan 
dan  barang yang bukan cepat rusak. 
c. Syarat pada sighat(lafadz), hendaknya lafadz dalam ijab qabul  itu jelas dan 
dapat dipahami oleh pihak yang berakad, ulama hanafiyah mensyaratkan 
bahwa sighat gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak 
dilakukan diwaktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan 
akad jual beli. Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan “aku gadaikan harta 
bendaku”dll. Boleh juga tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasikan 
akad gadai. 
d. Syarat marhun Bih, marhun Bih adalah hak yang diberikan murtahin kepada 
rahin ketika terjadi akad gadai, para ulama selain hanafiyah mensyaratkan 
bahwa marhun bih hendaknya adalah berupa hutang ataupun barang dan dapat 
dibayarkan(dikembalikan) serta benda tersebut milik murtahin.21 
4. Hak dan Kewajiban dalam Hak Gadai 
 
21 Abdul Rahman, Al – Hisbah Al – Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam 





Dalam hak gadai (gadai tanah)  terdapat hak dan kewajiban bagi pemberi 
hak gadai (gadai tanah) dan penerima gadai (gadai tanah). Hak pemberi gadai 
tanah yaitu sebagai berikut: 
a. Mendapatkan uang tunai 
b. Mendapatkan tanah yang telah digadaikan. 
       Kewajiban pemberi  hak gadai  adalah sebagai berikut: 
a. Menyerahkan tanah yang digadaikan pada si penerima  hak gadai (gadai tanah). 
b. Menebus uang gadai sebelum hak gadai (gadai tanah) berlangsung 7 tahun. 
 Hak  dari penerima hak gadai (gadai tanah): 
a. Mendapatkan penyerahan tanah yang digadaikan dari pemberi hak gadai 
b. Mendapatkan kembali uang gadai dari pemberi hak gadai sebelum hak gadai 
berlangsung 7 tahun. 
Kewajiban dari penerima hak gadai: 
a. Mengusahakan tanah yang digadaikan oleh pemberi hak gadai 
b. Mengembalikan tanah yang digadaikan kepada pemberi hak gadai setelah  hak 
gadai berlangsung lebih dari 7 tahun.22 
5. Sebab Hapusnya Gadai  
Yang menjadi sebab dihapusnya gadai ialah sebagai berikut: 
a. Karena hapusnya perjanjian peminjaman uang. 
b. Karena perintah pengambalian benda yang digadaikan lantaran penyalagunaan 
dari pemegang gadai. 
 
22 Urip Santoso,Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan Tanah dan Hak milik Atas Satuan 





c. Karena benda yang digadaikan dikembalikan dengan kemauan sendiri oleh 
pemegang gadai kepada pemberi gadai. 
d. Karena dieksekusi oleh pemegang gadai  
e. Karena lenyapnya benda yang digadaikan 
f. Karena hilangnya benda yang digadaikan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebab dihapusnya gadai dikarenakan 
salah satu yang terlibat dalam gadai tersebut telah bersepakat untuk tidak 






























A. Jenis dan lokasi penelitian  
1. Jenis penelitian, adapun jenis penelitian ini yaitu  menggambarkan, 
meringkas berbagi kondisi, situasi atau fenomena sosial  yang ada 
dalam masyarakat dan upaya menarik realita itu kepermukaan sebagai 
ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi 
atau fenomena tertentu.1 Penelitian kulitatif di sebut juga penelitian 
naturalistic karena penelitiannya di lakukan pada kondisi yang alamiya 
karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. 
2. Lokasi penelitian berpusat di Desa Lambarese Kecamatan Burau 
Kabupaten Luwu Timur. Di Kecamatan ini terdapat gadai sawah yang 
terdapat terjadinya wanprestasi antara pemilik sawah dan pemegang 
sawah  dimana yang melakukan wanprestasi yaitu pemilik sawah, dan 
di sini pihak penerima gadai merasa dirugikan. Maka dari itu peneliti 
tertarik untuk meneliti di kecamatan tersebut. 
B. Pendekatan penelitian  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Pendekatan fenomenologis 
Digunakan pendekatan fenomelogis karena berkaitan langsung dengan 
gejala-gejala yang muncul disekitar lingkungan manusia. Peneliti ini berusaha 
untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi 
 
1 Sugiyono, Metode Penelitian  Kuantitafif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 





tertentu, pendektan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan 
dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang yang maksud 
menemukan fakta. Penelitian kualitatif ini digunakan karena data-data yang 
dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu dikualifikasikan.2 
2. Pendekatan normatif 
Pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap agama yaitu 
masalah yang didasarkan pada hukum islam, baik yang berasal dari al-Qur’an, al-
hadis, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama. 
 
C. Sumber data 
   Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. 
Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta angka yang dijadikan bahan 
untuk menyusun informasi. 
  Berdasarkan pengertian diatas, subjek penelitian adalah sumber utama data 
penelitian yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti.3subjek 
penelitian dimana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan 
diambil kesimpulannya atau sejumah subjek yang akan diteliti dalam suatu 
penelitian.  
  Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan  yaitu 
sumber data primer dan sumber data sekunder , adapun yang dimaksud dalam 
sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu : 
 
 
2 Tim Dosen Fakultas Syariah, Buku Pedoman Pedoman Karya Ilmiyah  (Malang: 
Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2005), h. 11. 





1. Sumber Data Primer 
Data primer adalah data biasanya diperoleh dengan survey lapangan yang 
menggunakan semua metode pengumpulan data original.4 Data yang diperoleh 
dengan cara wawancara atau interview langsung dengan pihak-pihak yang terkait 
dalam wanprestasi gadai sawah di Desa Lambarese Kecematan  Burau Kabupaten 
Luwu timur. 
2. Sumber Data Sekunder  
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokemen-
dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain ), foto-foto dan lain-lain yang dapat 
memperkaya  data primer. Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan 
secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari kajian 
pustaka berupa buku, jurnal dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan 
materi penelitian 
D. Metode pengumpulan data 
  Pengumpulan data merupakan langkah yang paling starategis dalam 
penelitian ini,  karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 
Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Observasi Atau Pengamatan 
Observasi atau pengamatan adalah  aktivitas terhadap suatu proses atau 
objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahun dari 
sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui 
 






sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk 
melanjutkan suatu penelitian  . Oleh karena itu Observasi adalah pengamatan 
terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk memperoleh data yang harus di kumpulkan dalam penelitian. 
2. Wawancara Atau Interviev 
Wawancara merupakan  tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 
secara langsung.5 Dimana  proses memperoleh keterangan dengan cara tanya 
jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang di 
wawancarai yaitu 10  masyarakat yg terlibat langsung . 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi ialah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam metodelogi penelitian sosial. Metode dokementasi dilakukan dengan cara 
pengambilan gambar selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini 
menggunakan camera untuk melakukan dokumentasi. 
E. Teknik Pengelolaan Data Dan Analisis Data 
1. Teknik Pengelolaan Data 
Melalui teknik pengelolaaan data maka data mentah yang telah di 
kumpulkan peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam 
mengelola data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang 
berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui terjandinya wanprestasi 
gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Lambarese Kecamatan Burau 
Kabupaten Luwu Timur. 
 






2. Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kulitatif. Proses 
analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang di peroleh dari 
berbagai sumber atau informasi, baik melalui wawancara maupun studi 
dokumentasi. Data tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian 
dianalisis. Setelah itu menganalisis isi ekspresi baik verbal non verbal sehinggah 
dapat ditemukaan temanya, kata kunci dan alur konseptual yang menjelaskan apa 
yang terjadi dibalik suatu fenomena ataupun ucapan. Untuk meminimalisir 
kesalahan yang mungkin terjadi yang berkaitan dengan pengambilan sampel dan  
teknik wawancara yang digunakan triangulasi. Teknik ini bertujuan untuk 
melakukan pengecekan ulang  dengan cara mengkombinasikan berbagai jenis 
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Geografis Kabupaten Luwu Timur 
a. Letak dan Batas Wilayah 
Kabupaten Luwu timur merupakan  salah satu kabupaten yang ada di 
Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten ini berasal dari pemekaran dari Kabupaten 
Luwu Utara yang disahkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan 
Luwu Timur dan Mamuju Utara, Pada Tanggal 3 Mei 2003 di tetapkan sebagai 
hari jadi Luwu Timur dengan ibu kota malili yang terletak di ujung utara teluk 
Bone di Provinsi Sulawesi Selatan.   
Letak Kabupaten Luwu Timur kurang lebih 565 km kearah timur laut 
dari Makassar, secara geografis terletak pada koordinat 2 03’00’’- 303’25’’LS dan 
119 28’56’’-121 47’27’’BT. Dengan batas wilayah : 
Utara  :Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi tengah  
Selatan     :Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara         
dan Teluk Bone 
Barat  : Kec. Bone - Bone, Kabupaten Luwu Utara 
Timur   :  Provinsi Sulawesi tengah 
Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah yang bertopografi 
pegunungan. Namun di beberapa tempat merupakan daerah pedataran hingga 





sedangkan wilayah pedataran berada di bagian Selatan dan Barat. Kondisi datar 
sampai landai terdapat paada semua wilayah kecamatan dengan terluas di 
kecamatan Angkona, Burau, Malili dan Mangkutana. Sedangkan kondisi 
bergelombang dan bergunungyang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan 
Towuti. 
b. Luas Wilayah Dan Administrasi Pemerintahan 
Kabupaten Luwu Timur memiliki luas secara keseluruhan adalah 6. 
994,88 km2, sekitar 11, 14 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan curah 
hujan yang cukup tinggi, dengan temperature konstan berada pada kisaran rata – 
rata 26, 9 oC. Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 11 kecamatan yaitu Burau, 
Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, 
Mangkutana dan Kalena. 
Kecamatan Burau adalah salah satu Kecamatan yang ada di Luwu Timur 
dengan luas 256,23 km2. jarak ke ibu kota kabupaten 68,8 km dengan jumlah 
penduduk  
2. Gambaran Umum Letak Geografis Kecamatan Burau 
a. Lokasi Kecamatan 
Lokasi yang di gunakan dalam penelitian ini ialah Kecamatan Burau 
Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. Kecamatan Burau merupakan salah 





256,23 km2  dengan jumlah penduduk jiwa.  Di Kecematan ini terdiri beberapa 
desa  ini terdiri dari 18 desa  
b. Batas Kecamatan 
Berdasarkan letak geografis, Kecamatan Burau mempunyai batas dengan 
desa-desa lain yang masih dalam satu kecemat. Adapun batas desa tersebunt yaitu: 
Table 4.1 Batas Kecamatan 
                      BATAS           KECAMATAN 
Sebelah Selatan Teluk Bone 
Sebelah Utara Kecamatan Tomoni 
Sebelah Timur Kecamatan Wotu 
Sebelah Barat Luwu Utara 
Sumber : Kantor camat 
Dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya Kecamata Burau  
berbatasan dengan yaitu di sebelah Selatan Teluk Bone, sebelah utara Kecematan 
Tomoni,sebelah Timur Kecamatan Wotu, dan di sebelah Barat Kabupaten Luwu 
Utara. 
3. Gambaran umum letak geografis Desa lambararese 
a. Lokasi desa  
Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah Desa Lambarese 
kecematan Burau kabupaten Luwu Timur. Desa Lambarese merupakan salah satu 
desa yang ada di Kecematan Burau Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai luas 
wilayah 56 km dengan jumlah penduduk 2432 jiwa. Desa ini terdiri dari 4 dusun 






b. Batas Desa 
Berdasarkan letak geografis, Desa Lambarese mempunyai batas dengan 
desa-desa lain yang masih dalam satu kecematan. Adapun batas desa tersebut 
yaitu : 
                                        Table 4.1 Batas Desa 
                      BATAS           KELURAHAN/ DESA 
Sebelah Selatan 
Desa Mabonta 
Sebelah Utara Desa Bone Pute 
Sebelah Timur Desa Benteng 
Sebelah Barat Desa Jalajja 
Sumber : Kantor Desa Lambarese 
Dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya Desa Lambarese 
berbatasan dengan sebelah Selatan yaitu Desa Mabonta, sebelah utara ada Desa 
Bone Pute, sebelah Timur Desa Bentengg dan di sebelah Barat yaitu Desa Jalajja 
4. Gambaran Demografis Desa Lambarese 
1) Jumlah penduduk 
   Jumlah penduduk di Desa Lambarese tiap tahun meningkat seperti yang 
dihimpun jumlah penduduk pada  tahun 2019 ada sebanyak 487 Kepala 
Kekeluagaan (KK) dengan jumlah pendududuk 2432 jiwa dimana yang terdiri 
laki-laki 1241 dan perempuan 119 jiwa. lebih jelaskan maka akan dipaparkan 







Tabel 4.2 Jumlah pendudukk 
       Jenis kelamin         Jumlah 
Laki – laki  1241 jiwa 
Perempuan 1191 jika 
Jumlah 2432 Jiwa 
                 Sumber: Kantor desa lambarese, 2019 
Berdasarkan tabe diatas dapat kita simpukan bahwa jumah penduduk laki-
laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan  
2) Agama 
Dari segi agama di Desa Lambarese terdapat 4 agama yaitu Islam, Kristen, 
Katolik dan Hindu. Meski beda agama Masyarakat Desa lambaarese tetap rukun 
dan damai. Adapun yang menganut agama Islam sebanyak 874 jiwa, Kristen 
1.111 jiwa, Hindu 302 jiwa, Katolik 116 jiwa. Dari sini kita lihat bahwa Kristen 
lebih banyak dibanding ke 3 agama tersebut  
Tabel 4.3 Jumlah tempat ibadah 
Dusun  Mesjid Gereja  Gereja 
katolik  
Pura  
Majaleje 1 1 - - 
Bancea - 2 1 - 
Padaidi 1 3 1 - 
Pabumas - - - 1 
Jumlah  2 6  2 1 
.  
3) Pendidikan 
Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam 





yang tak terkecuali  guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan 
semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar pula potensi 
seseorang untuk mengambil langkah yang lebih jauh. Adapun lembaga pendidikan 
yang ada di Desa Lambarese yaitu TK sebanyak3 buah, tingkat SD (1) buah, Mts 
sebanyak (1) Sekolah. 
B. Bentuk Perjanjian Gadai Sawah di Desa Lambarese Kecamatan Burau 
Kabupaten Luwu Timur 
Masyarakat di Desa Lambarese Kecamatan Burau sebagian bermata 
pencarian disektor pertanian, salah satunya ialah persawahan.  Bila panen telah 
tiba mereka akan mendapatkan hasil. Dari hasil tersebut dipergunakannya untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti misalnya kebutuhan sekolah, berobat, 
penanaman modal dll. Ketika dalam keadaan yang mendesak mereka terpaksa 
menggadaikan sawahnya untuk memenuhi kebutuhannya. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Astin (54 tahun):... 1 
“itu kami menggadaikan sawah karena kebutuhan ekonomi seperti biaya 
sekolah, biaya kuliah dan perbaikan rumah dan untuk menambah modal 
usaha ” 
Dari pernyataan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwah 
masyarakat di Desa Lambarese menggadaikan sawahnya karena adanya 
kebutuhan mendesak seperti biaya sekolah, kuliah dan juga untuk menambah 
modal. 
 





Dalam fiqh muamalah konsep gadai (rahn) yaitu akad menahan barang 
yang bersifat materi dan bernilai ekonomi milik rahn sebagai jaminan, agar 
murtahin memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali uang yang telah di 
pinjamkan kepada si berhutang melalui  barang jaminan tersebut senilai uang yang 
telah  dipinjamkan jika suatu ketika rahn tidak dapat melunasi hutang-hutangnya.2 
Dari pengertian diatas maka jelaslah bahwa rahn yaitu akad utang 
piutang yang disertai dengan jaminan (marhun). Selain itu pengertian gadai yang 
ada didalam fiqh muamalah berbeda dengan pengertian gadai menurut hukum 
positif indonesia, sebab pengertian gadai dalam hukum positif cenderung kepada 
pengertian yang ada dalam KUHPerdata yaitu: 
 Gadai diatur dalam Buku II title 20 KUHPerdata menurut Pasal 1150 
gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang 
diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin 
suatu barang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapat 
pelunasan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih 
dahulu  kreditor-kreditor lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang 
tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu. 3 
Gadai menurut hukum adat berbeda dengan gadai menurut fiqh 
muamalah dimana pengertian gadai menurut hukum adat adalah menyerahkan 
tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai, dengan ketentuan, si 
 
2 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: CV. Alfabeta,2011),Cet. Ke-1, h.22 
3 Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Yokyakarta: 





penjual (pemberi gadai) tetap berhak atas pembelian tanahnya dengan jalan 
menebusnya kembali.4 
Dari pengertian diatas, maka dapat dikemukakan bahwa gadai menurut 
ketentuan syariat islam merupakan perpaduan antara pengertian gadai yang 
terdapat dalam hukum KUHPerdata dan hukum adat terutama menyangkut pada 
barang dan perjanjian gadai. Menurut syariat baik bergerak ataupun tidak 
bergerak. 
Dari pernyataan diatas terkandung adanya beberapa unsur pokok yaitu : 
1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan  kekuasaan atas barang gadai    
kepada kreditur pemegang gadai. 
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur 
3. Barang yang menjadi objek gadai  hanya benda bergerak, baik bertubuh 
maupun tidak bertubuh. 
4. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang 
gadai lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya. 
 Gadai merupakan suatu  hak kebendaan yang bersifat assessoir yang 
diberikan oleh pihak pemberi gadai (debitor) kepada pemegang gadai sebagai 
jaminan atas pembayaran utang. Sedangkan yang dimaksud dengan hak assessoir 
adalah adanya hak gadai tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu 







 Pengertian gadai diatas merupakan pengertian gadai menurut kitab Undang – 
Undang Hukum Perdata dimana objek dari gadai menurut Hukum Perdata adalah 
barang yang bergerak biasanya merupakan jaminan dari hutang debitur. 
 Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan per undang -undangan yaitu : 
1. Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud 
maupun tidak berwujud.  
2.  Benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai 
3. Perjanjian gadai merupakan perjanjian bersifat Acceseoir yaitu adanya hak 
dari gadai sebagai hak kebendaan tergantung dari adanya perjanjian pokok 
misalnya perjanjian kredit. 
  Selanjutnya untuk sahnya persetujuan pemberi gadai, maka haruslah 
memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang di atur dalam pasal 1320 
KUHPerdata yaitu: 
1. Sepakat mereka yang membuat perjanjian 
2. Cakap untuk membuat perjanjian 
3. Mengenai suatu hal tertentu 
4. Suatu sebab yang halal 
Dalam KUHPerdata tentang bentuk perjanjian tidak diisyaratkan apa-apa. 
Maka dapat kita simpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai ialah bebas (tidak 






Gadai sawah menurut masyarakat Desa Lmabarese Kecamatan Burau ialah 
suatu perjanjian untuk menahan tanah  sawah atau dengan  hasil panen  yang 
digunakan sebagai jaminan atau tanggungan.  
Sedangkan menurut bapak Nenong (64 tahun) selaku penggadai sawah5 … 
Saya menggadaikan sawahku untuk membeli sawah baru dimana saya gadaikan 
sawahku 1 hektar senilai 70.000.000 dan sertifikat dari  sawah itu saya pakai 
ambil uang bank 50.000.000 dan membeli sawah baru seluas setengah hektar 
 Dari pernyataan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa  sebagaian 
masyarakat di Desa Lambarese Kecamatan Burau menggadaikan sawah untuk 
memperluas sawahnya 
Adapun hasil wawancara dari pihak pemegang gadai yaitu dari bapak Aziz (50 
tahun)6… 
saya memegang gadai sawah semata – mata membantu seseorang yang 
membutuhkan dan menurut saya kalau saya pegang gadai sawah saya bias 
membantu seseorang dan saya merasa di untungkan dari pada di tabung di bank. 
 Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa pemengang gadai 
merasa diuntungkan dalam hal gadai sawah tersebut karena dari hasil panen 
tersebut semua dikuasai oleh pemegang gadai. 
Dan menurut Bapak Jumardin(53 tahun) selaku pemegang gadai7… 
saya gadai sawah ibu Astin membantu dia membayar uang kuliah anaknya, karena 
saya  tidak pandai dalam mengelola sawah jadi saya serahkan ke dia lagi dan 
pembagiannya yaitu 2:1 maksudnya yaitu sebagai contoh jika hasil dari sawah 
tersebut memiliki 15 karung maka dia mendapatkan 10 karung dan saya 
mendapatkan 5 karung. 
 
5 Nennong, Wawancara, 2 Februari  2020 
6 Aziz, Wawancara, 2 Februari 2020 





 Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa sawah yang telah 
digadaikan bisa di kelolah oleh si pemilik sawah sendiri dengan perjanjian hasil 
dari sawah tersebut kemudian dari hasil dari sawah tersebut di bagi 1:2.  Nah dari 
sini karena sawah dikelolah oleh pemilik sawah sendiri maka dari situ dia bisa 
saja menggadaikan sawah tersebut kembali ke orang lain jika memiliki kebutuhan 
mendesak seperti yang dikatakan oleh bapak Melodi (29 tahun)8… 
jika saya masih membutuhkan uang secara mendesak lantas saya sudah mengabari 
orang yang gadai sawah saya bahwasanya saya mau meminta uang lagi dengan 
perjanjian menambah tahun panen lagi tetapi kalau dia tidak memiliki uang, maka 
saya cari orang lain dan menggadaikan sawah tersebut dengan membuat 
perjanjian lagi. 
 Dari pernyataan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya sawah yang 
telah digadaikan kepada seseorang masih bisa digadaikan ke orang lain (pihak 
kedua) terkadang dari sinilah permasalahan muncul karena adanya pihak ke dua 
menggadaikan sawah tersebut tanpa sepengetahuan pihak pertama. 
Adapun kebiasaan praktek gadai di Kecamatan terbagi menjadi tiga yaitu dari 
segi perjanjiannya, segi berlangsungnya gadai, dan dari segi berakhirnya gadai 
sawah tersebut. 
1. Segi  bentuk perjanjian gadai sawah di Kabupaten Luwu timur 
 Bentuk Perjanjian gadai sawah di Desa Lambarese Kecamatan Burau pada 
umumnya berdasarkan pola perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar 
yaitu dengan perjanjian secara  tertulis. Yang dimana yang dimaksud perjanjian 
tertulis ialah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Yang 
 





dimana di saksikan oleh pemberi dan penerima gadai serta keluarga terdekat saja 
tanpa melibatkan aparat desa. 
 Sedangkan dalam hal perjanjian  gadai tanah sawah sehubung dengan batas 
waktu penebusan mempunyai batas waktu, yang dimana sebelum batas waktu 
yang di tentukan oleh pemberi gadai, maka pemberi gadai tidak dapat menebus 
gadai sawah tersebut, pemberi gadai dapat menebus gadai ketika sudah sampai 
pada masa jatuh tempo yang ditentukan oleh pemberi gadai. Pemberi gadai dapat 
memperpanjang gadai sawahnya kepada penerima gadai apabila pemberi gadai 
pada masa jatuh tempo tidak bisa menebus gadai tanah sawah tersebut. Dan hal ini 
harus dengan persetujuan penerima gadai yang pada saat itu penerima tetap 
mempunyai hak untuk mengelola tanah sawah tersebut. 
2. Berlangsungnya suatu gadai sawah di Kecematan Burau 
 Gadai sawah terjadi karena adanya rasa kepercayaan dan solidaritas yang 
sangat tinggi antara pemberi dan penerima gadai hal ini terjadi karena  pihak 
penggadai dan penerima gadai menganggap bahwa kesepakatan kedua bela pihak 
sudah cukup, tidak perlu adanya kesaksian dari kepala desa, karena perjanjian 
gadai tanah sawah selama ini berjalan dengan baik. 
 Selama berlangsungnya perjanjian gadai tanah sawah ini adakalanya tidak 
sesuai dengan perjanjian awal, seperti halnya adanya perpanjangan waktu yang 
sudah di tentukan oleh pihak pemberi gadai, karena belum sanggup untuk 





Adapun  dalam pelaksanaan transaksi gadai sawah  di Desa Lambarese 
Kecamatan Burau antara penggadai (rahin) dengan pihak penerima gadai 
(murtahin) dengan kata lain prinsipnya sama. Dimana penggadai (rahin) 
mendatangi pihak penerima gadai (murtahin) dan menawarkan tanah sawah yang 
menajadi objek gadai yang ia mau digadaikan. Seperti yang di jelaskan oleh Ibu 
Astin ketika iya mendatangi bapak jumardin dan meminjam sejumlah uang 
sebanyak 25.000.000.00 dengan menjamikan tanah sawah tersebut 
(menggadaikan) sawahnya kepada bapak Jumardin, dimana penggadai 
menawarkan tanah sawahnya setengah hektar dengan 5x kali panen atau sekitar 
dua tahun enam bulan  dan digarap oleh penggadai sendiri, karena si pemegang 
gadai tidak ahli dalam bertani sawah maka, si pemegang gadai memberikan ulang 
tanah tersebut untuk dikelolah dengan perjanjian,  Hasil dari tanah sawah tersebut 
di bagi 3 (tiga) atau 2:1 misalkan hasil dari tanah sawah tersebut (panen) 15 
karung, kemudian hasil tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) dimana sipemilik sawah 
mendapatkan  10 karung sedangkan si pemegang gadai mendapatkan 5 karung. 
3. Berakhirnya Perjanjian  gadai sawah 
 Gadai sawah berakhir ketika gadai tersebut musnah karena bencana alam, 
misalnya gempa dan longsor. Namun berakhirnya gadai sawah karena adanya 
bencana di Desa Lamabarese Kecamatan Burau tidak pernah terjadi. 
 Berakhirnya gadai dimasyarakat di Desa Lambarese Kecamatan Burau 





Adapun ketentuan-ketentuan dalam gadai sawah menurut fatwa DSN-
MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (gadai). 
 Fatwa memebrikan ketentuan-ketentuan dalam gadai sebagai berikut: 
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam 
bentuk gadai dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Ketentuan Umum 
1) Murtahin (pemegang gadai) memiliki hak untuk memegang barang 
jaminan sampai utang pemberi gadai dilunasi. 
2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik pemberi gadai. Namun, 
barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegang gadai kecuali 
seizin pemberi gadai, agar tidak mengurangi nilai dari barang jaminan dan 
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 
perawatannya.  
3) Pemeliharaan barang jaminan pada dasarnya menjadi kewajiban pemberi 
gadai, tetapi dapat juga dilakukan oleh pemegang gadai, sedangkan biaya 
dari pemeliharaan tetap menjadi kewajiban pemberi gadai  
4) Besar biaya pemeliharaan barang jaminan tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman. 
5) Penjualan barang jaminan 
a) Apabila jatuh tempo, pemegang gadai harus memperingatkan pemberi gadai 





b) Apabila pemberi gadai tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka barang 
jaminan harus di jual paksa melalui lelang sesuai syariah 
c) Hasil dari penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi utang, biaya 
pemeliharaan yang belum di bayar. 
d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya 
menjadi kewajiban pemberi gadai  
b. Ketentuan Penutup  
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara kedua bela pihak, maka penyelesaiannya di lakukan melalui 
badang arbitrase syariah  setelah tidak tercapai kesepakatan. 
Dari penjelasaana diatas bisa kita tarik kesimpulan bahwa barang gadai 
tidak bisa dikembalikan sampai pemberi gadai melunasi utangnya, pemberi gadai  
dan pemegang gadai dapat memanfaatkan barang jaminan  tersebut, apabila 
pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka barang jaminan dapat dijual. 
C. Bentuk penyelesaian Wanprestasi Gadai Sawah  Di Kecematan Burau 
  Perjanjian ialah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau 
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa 
ini timbullah sesuatu hal antara dua orang tersebut menimbulkan suatu peerikatan 
antara dua orang yang membuatnya. Dalam wujudnya perjanjian itu berupa 
kesanggupan atau suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji yang di 





Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1312 KUHPerdata ialah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhada suatu 
orang atau  lebih.9 
 Perjanjian ini mengandung beberapa unsur yaitu: 
1. Perbuatan                                                                                                                                                                                                                                         
2. perbuatan melawan hukum atau sering juga di sebut tindakan hukum karena 
perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang saling 
berjanji. 
3. Satu orang mengikatkan dirinya terhadap orang lain 
   Di dalam perjanjian terdapat janji yang diberikan oleh pihak satu kepada 
pihak kedua. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak  terikat kepada akibat 
hukum yang muncul karena atas kehendak sendiri. 
Di dalam KUHPer, perjanjian hutang piutang digolongkan sebagai 
perjanjian khusus. Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lambarese 
Kecematan Burau dalam hal perjanjian  gadai sawah dilakukan secara tertulis 
seperti yang dilakukan bapak Jumardin dan ibu hastina. Dimana ibu Astin 
menggadaikan sawahnya ke bapak Jumardin seluas setengah hektar, dengan uang 
pinjamaan sebesar 25.000.000 dengan jangka waktu 5x panen, tetapi karena bapak 
Jumardin tidak pandai mengeolah sawah tersebut jadi sawah tersebut diserahkan 
ke ibu Astin selaku  pemilik sawah tersebut, selama masa gadai bapak Jumardin 
terkadang tidak mendapatkan hasil dari sawah tersebutdan waktu jaatuh temponya 
 





juga sudah lewat dan tidak juga melunasi hutangnya.  Nah dari sini ibu Astin 
mulai tidak jujur kepada si pemegang gadai atau mengingkari janjinya terhadap 
bapak jumardin, apa yang ia perjanjikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan 
atau juga di sebut wanprestasi. 
 Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak 
memenuhi kewajibannya atau juga ingkar janji  dan atau kelalaian yang dilakukan 
debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah di perjanjikan.  
    Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 
Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa 
sengketa atau beda pendapat perdata  dapat diselesaikan oleh para pihak melalui 
alternatif penyelesaiaan sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan 
mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dalam 
hukum indonesia dikenal ada dua cara penyelesaian sengketa wanprestasi yaitu 
melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian non-litigasi merupakan 
penyelesaian perkara hukum yang di lakukan di luar pengadilan10. Sedangkan 
penyelesaian sengketa litigasi adalah upaya penyelseaian sengketa melalui 
pengadilan. 
   Penyelesaian perkara diluar pengadilan inisisal didalam peraturan per 
undangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 
1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman; Penyelesaian perkara diluar 
pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap harus 
 





diminta. Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 
alternatif penyelesaian sengketa pasal 1 angka 10 dinyatakan (alternatif 
penyelesaian sengketa) adalah lembaga penyelesaian perkara atau beda pendapat 
melalui prosedur yang di sepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar 
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau jasa para ahli. Adapun 
yang di maksud dari : 
1. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang merupakan suatu tindakan yang 
bersifat pribadi antara satu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan 
konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) tersebut muncul oleh 
kliennya, dan selanjutnya keputusan penyelesaian sengketa diambil oleh para 
pihak. 
2. Negosiasi ialah penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan 
langsung diantara para pihak yang beritikad dengan maksud mencari dan 
menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang diterima oleh para pihak. 
Kesepakatan tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis 
yang disetuji oleh para pihak. 
3. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan 
dibantu oleh yang tidak memihak (netral) menyelesaikan suatu penyelesaian 
sengketa yang disetujui oleh para pihak. 
4. Konsilisasi, adalah suatu penyelesian sengketa melalui perundingan dengan 
pihak ketiga yang netral (konsilitator) untuk membantu pihak yang ber itikad 
dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil 





yang bersengketa, dan selanjutnya harus mendaftar di Pengadilan Negeri dan 
kesepakatan para pihak saling mengikat para pihak. 
     Langkah awal  yang bisa dilakukan oleh masyarakat Desa 
Lambarese Kecamatan Burau ialah dengan melakukan somasi, somasi sendiri 
diperlukan jika terjadi wanprestasi. Alasannya ialah karena didalam perikatan 
kebanyak tidak menunjuk suatu jangka waktu, tanpa somasi debitur dianggap 
memenuhi prestasi tidak tepat waktu. Somasi diperlukan untuk memperingati 
pihak debitor agar mengetahui bahwa pihak kreditor mengkhendaki prestasiya. 
Dengan adanya somasi maka pihak yang dirugikan dalam hal pelaksanaan prestasi 
mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak perjanjianya. Sebagaimana 
yang telah diatur dalam pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa:11 
“Pihak yang terhadap perikataan tidak terpenuhi, dapat memilih, memaksa pihak 
lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat di lakukan, atau 
menuntut pembatalan perjanjian, dengan pergantian biaya dan bunga.” 
Didalam suatu praktek somasi diajukan pada umumnya ialah sebanyak tiga kali, 
somasi pertama berupa peringatan, somasi kedua memberi peringatan yang lebih 
tegas dan somasi untuk ketiga kalinya yaitu ancaman yang sangat tegas. 
  Upaya penyelesaian yang sering dilakukan masyarakat Lambarese ialah 
upaya penyelesaian melalui non-litigasi yakni secara mufakat. Penyelesaian secara 
Mufakat merupakan pembahasan yang dilakukan para pihak secara bersama-sama 
untuk mencapai keputusan yang disepakati. 
 





 Adapun masyarakat dalam menyelesaikan wanprestasi  pelaksanakan gadai 
sawah di Desa Lambarese Kecamatan Burau yaitu : 
1.Musyawarah secara kekeluargaan 
2.Ketika tidak menemukan titik temu, maka diadakan musyawarah dengan 
pemerintah setempat. 
Adapun penyebab terjadinya suatu wanprestasi yaitu sebagai berikut: 
1. Adanya kelalaian dari pihak penggadai 
2. Melaksanakaan tetapi tidak tepat waktu 
3. Melaksanaakan tetapi tidak seperti yang dijanjikan 
4. karena adanya keadaan memaksa dari pihak penggadai 
 Seperti yang di jelaskan oleh Pak Desa lambarese12 :  
“Jika terjadi perselisahan antara penggadai dan pemegang gadai kita 
panggil ke kantor untuk menyelesaikan masalahnya tetapi jika di kantor 
tidak bisa terselesaikan makan kita t empuh jalur hukum”  
Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa jika dipemerintah 
dikeluarahan itu tidak juga terselsaikan maka kasus seperti ini di ajukan di 
Pengadilan.  
 Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi yaitu: 
1. Membayar kerugian yang dialami oleh pihak pemegang gadai (ganti rugi) 
2. Pembatalan perjanjian 
 





3. Peralihan resiko. Benda yang dijadikan objek perjanjian sejak saat tidak di 
penuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab pihak pemegang gadai. 
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan depan hakim. 
 Adapun ganti rugi yang bapak jumardin bisa tuntut ialah sebagai berikut : 
1. Debitur wajib membayar ganti rugi, selah ia di nyatakan lalai tetapi memenuhi 
prestasinya.(Pasal 1234 KUHPerdata). Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan 
bunga. 
2. Ganti rugi mempunyai hubungan langsung atau hubungan kausal, dengan 
ingkar janji” (Pasal 1248 KUHPerdata) atau sepatutnya diduga pada saat 
waktu perikatan. 
3. Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (Wanprestasi) itu terjadi bukan hanya 
karena kesalahan pemegang hak gadai. (lalai atau kesengajaan), tetapi juga 













Dari pembahasan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil: 
1. Bentuk perjanjian gadai sawah  di Desa Lambarese Kecamatan Burau 
ialah dalam bentuk tertulis dimana dalam pelaksanaan  antara penggadai 
(rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin) dengan kata lain 
prinsipnya sama. Dimana penggadai (rahin) mendatangi pihak penerima 
gadai (murtahin) dan menawarkan tanah yang ia mau digadaikan. Seperti 
yang dijelaskan oleh Ibu Astin ketika iya menggadaikan sawahnya kepada 
bapak Jumardin , dimana penggadai menawarkan tanah sawahnya 
setengah hektar dengan 4 kali panen dan digarap oleh penggadai sendiri, 
kerna si pemegang gadai tidak ahli dalam bertani sawah maka, si 
pemegang gadai memberikan ulang tanah tersebut untuk dikelolah dengan 
perjanjian,  Hasil dari tanah sawah tersebut dibagi 3 (tiga) misalkan hasil 
dari tanah sawah tersebut (panen) 15 karung, kemudian hasil tersebut 
dibagi menjadi 3 (tiga) dimana si pemilik sawah mendapatkan  10 karung 
sedangkan si pemegang gadai mendapatkan 5 karung. Dan dalam 
perjanjian ini hanya disaksikan oleh si pemberi, penerima gadai dan 
keluarga terdekat si penerima gadai. 
2. Bentuk upaya  penyelesaian yang sering dilakukan masyarakat Desa 
Lambarese Kecematan Burau ialah upaya penyelesaian melalui non-





pembahasan yang dilakukan para pihak secara bersama-sama untuk 
mencapai keputusan yang disepakati. 
Adapun penyebab terjadinya suatu wanprestasi yaitu sebagai berikut: 
a. Adanya kelalaian dari pihak penggadai 
b. Melaksanakaan tetapi tidak tepat waktu 
c. Melaksanaakan tetapi tidak seperti yang dijanjikan 
d. karena adanya keadaan memaksa dari pihak penggadai 
 
B. Implikasi Penelitian 
Dengan adanya uraian-uraian diatas maka dapat penulis memberikan 
masukan atau saran untuk menjadi bahan pertimbangan. 
1. Praktik gadai sawah harus dilakukan dengan cara terbuka dimana pada saat 
akad pihak penggadai dan pemegang gadai jujur dan melibatkan aparat desa 
sebagai saksi agar nantinya jika terjadi masalah dapat diselesaikan dengan 
jalan musyawarah tanpa harus ke pengadilan  
2. Harus ada menejemen dan pengawasan selama berjalannya suatu gadai agar 
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